KATA PENGANTAR

Piutang Negara merupakan bagian dari kekayaan Negara yang oleh
undang-undang diserahkan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan. Oleh
karena itu Piutang Negara harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan,
bertanggungjawab, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam rangka pengelolaan
piutang Negara tersebut terdapat 2 (dua) unit organisasi di lingkungan
Departemen Keuangan, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Kedua unit organisasi
tersebut berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri
Keuangan.

Tujuan dibentuknya PUPN dan DJPLN tidak terlepas dari tujuan
pemerintah untuk mengamankan kekayaan negara berupa piutang negara yang
berasal dari badan-badan yang modalnya sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh
negara. Pengamanan/pengembalian Piutang Negara tersebut tidak akan tercapai
dengan segera apabila dilakukan menurut prosedur biasa, yaitu melalui badan
peradilan berdasarkan Hukum Acara Perdata (HIR: Herizene Indonesisch
Reglement, Staatsblad 1941 No.44)

Dalam menyelesaikan Piutang Negara, PUPN dan atau DJPLN menempuh
prosedur khusus (Lex Specialis) yaitu rezim hukum PUPN sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 beserta segenap peraturan
pelaksanaannya yang tertuang dalam berbagai Peraturan pemerintah (PP),
Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), serta
Peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti UU Keimigrasian, UU
Keuangan Negara dan UU Perbensaharaan Negara.

Buku ini memuat tahapan-tahapan dalam proses pengurusan Piutang
Negara. Materi yang dibahas mulai dari eksekusi beserta produk hukumnya,
penyitaan, Paksa Badan, lelang, Eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Dengan berbagai keterbatasan baik kemampuan, waktu maupun
kesempatan, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu Penulis mengharapkan sumbangan pikiran, usul maupun kritik



dari pihak manapun sebagai bahan masukan yang tentunya akan sangat
bermanfaat bagi penyempurnaan buku ini.

Akhirnya penulis berharap agar kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi
masyarakat luas, termasuk para mahasiswa bidang spesialisasi Keuangan Negara,
para praktisi hukum, para debitur/Penanggung Hutang, kreditur/Penyerah Piutang,
termasuk masyarakat lain yang berminat atau ingin memperoleh manfaat dari

kinerja PUPN/DJPLN.
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